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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

1ZIN USAHA
(Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemeriniah Nomaor 24 tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama
Menteri, Pimpinan Lembaga, Guberur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan : PTEDU TECH INDONESIA

Nomor Induk Berusaha = 0220005261533

Alamat Kantor / : Gedung Graha Sartika Lantai 3 Ruang 307, JI. Dewi Sartika

Korcspondensi No. 357, Cawang Jakarta Timur, Kel. Cawang, Kee.
Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DK Jakarta

Kode KBLI 46512

Nama KBLI :  PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK

Nomor Proyek i 202002-1309-4701-5413-767

Lokasi Usaha : GRAHA SARTIKA LT3 JL.DEWI SARTIKA NO 357 RT

04 RW 04 CAWANG, Kel. Cawang, Kec. Kramatjati, Kota
Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta

. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-
undangan.

2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan scbagaimana
tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

w

. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai
peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

a

. Apabila di kemudian hari teryata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit lzin Usaha : 9 Desember 2020
Perubahan ke -6 Tanggal : 18 Desember 2020

Dicetak tanggal : 18 Desember 2020
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DIREKTORAT RAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI
JL. DEWI SARTIKA 183A, JAKARTA TIMUR

TELEPON 021-8030435, 8004122 FAKSIMILE 021-8091753 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMAS! DAN KELUHAN KRING :A.\AK 021-500200
go.

S-8S/WPJ.20/KP.0603/2015

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak 1 72.229.862.7-005.000
2. Nama : PT. EDU TECH INDONESIA

3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 85492 - JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA

4. Alamat " : GRAHA SARTIKA LT 3 - 357 RT.- RW.-
CAWANG KRAMAT JATI
JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA

5. Merk Dagang/Usaha - : KOMPUTER
6. Kewajiban Pajak :[X]PPN [ ]PPnBM

Telah dikukuhkan sebagal Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 12 Maret 2015.

Jakarta Timur, 12 Maret 2015
a.n. Kepala Kantor

.((_;5 Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

N

OR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220005261533

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PTEDU TECH INDONESIA

Alamat Kantor/Korespondensi : Gedung Graha Sartika Lantai 3 Ruang 307, JI. Dewi Sartika No.
357, Cawang Jakarta Timur, Kel. Cawang, Kee. Kramatjati, Kota
Adm. Jakarta Timur, Prov. DK Jakarta

NPWP : 72.229.862.7-005.000
Nomor Telepon :

‘Nomor Fax )

Email : pledii@gmail.com
Kode dan Nama KBLI :  Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama
menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sckaligus merupakan pengesahan Tanda
Daftar Perusahaan.

3.Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usasha (izin
komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 13 Februari 2020 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal
Perubahan ke-3 tanggal  : 23 Oktober 2020

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelau usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan
dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.
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Faktur Pajak

20.010-22.44973691

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT EDU TECH INDONESIA

Alamat : GRAHA SARTIKA LT 3 NO 357, CAWANG , JAKARTA TIMUR
NPWP : 72.229.862.7-005.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA RI

Alamat : JL HR. RASUNA SAID KAV. 5-6 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940, JAKARTA, DKI JAKARTA, KARET
KUNINGAN, SETIABUDI, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12940

NPWP : 00.027.807.7-011.000

No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harga Ju&{:i’:;égramr;:anlumg
1 dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2022 2.064.588.900,00
Rp 2.064.588.900 x 1
Harga Jual / Penggantian 2.064.588.900,00
Dikurangi Potongan Harga 0,00
Dikurangi Uang Muka 0,00
Dasar Pengenaan Pajak 1.859.990.000,00
Total PPN 204.598.900,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00

Sesuai dengan ketentuan yang bertaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga
tidak diperlukan tanda tanaan basah pada Faktur Pajak ini

JAKARTA TIMUR, 19 Desember 2022

Acip Sukirno

PEMBERITAHUAN: Fakiur Paiak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan tolah memperoleh persetujian sesuai 1dari 1
dengan ketentuan peraturan perpaiakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbtkan Faktur Pajak yang tidak sesuai

dengan keadaan yang sebenamya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi

sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP
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Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT CENTRAL DATA TECHNOLOGY

Alamat : CENTENNIAL TOWER LT.12 JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAVELING 24-25 RT 002 RW 002,
JAKARTA SELATAN

NPWP : 03.036.204.0-063.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT. Edu Tech Indonesia
Alamat : Graha Sartika Lt. 3 No. 357 RT- RW- Kel. Cawang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur DKI Jakarta
NPWP : 72.229.862.7-005.000

No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harga Ju’:z::;rg:::’;:anmang
1 F5-SVC-BIG-PRE-L1-3 - BIG-IP SERVICE: PREMIUM, (LEVEL 1-3) 246.679.000,00
F5-SVC-BIG-PRE-L1-3 - BIG-IP SERVICE: PREMIUM, (LEVEL 1-3)
2 Rp 251.488.000 x 1 251.488.000,00
F5-SVC-BIG-RMA-3 - BIG-IP SERVICE: RMA HW REPLACEMENT (4
3 HOUR) 116.084.000,00
Rp 116.084.000 x 1
F5-SVC-BIG-STD-L1-3 - BIG-IP SERVICE: STANDARD, (LEVEL 1-3)
4 | Rp120.064.000x 1 120.064.000,00
5 ES-S;lC-BIG-ST[:-;J -3 - BIG-IP SERVICE: STANDARD, (LEVEL 1-3) 122.405.000,00
p 122.405.000
Harga Jual / Penggantian 856.720.000,00
Dikurangi Potongan Harga 0,00
Dikurangi Uang Muka 0,00
Dasar Pengenaan Pajak 856.720.000,00
Total PPN 94.239.200,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direklorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faklur Pajak ini telah ditandatangani secara elekironik sehingga
tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faklur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 06 Desember 2022

Lugas Mondo Satrio

CDT-PRJ-2200255

PEMBERITAHUAN: Fakiur Pajak ini elah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Paak dan telah memperoleh persetupian sesuai 1 dai 1
dengan ketentuan pealuran perpajakar yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbekan Faktur Pajak yang idak sesual

degan Keadaan yang sebenamya da/atau sesungguinya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi

sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP
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Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT CENTRAL DATA TECHNOLOGY

JAKARTA SELATAN
NPWP : 03.036.204.0-063.000

Alamat : CENTENNIAL TOWER LT.12 JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAVELING 24-25 RT 002 RW 002,

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT. Edu Tech Indonesia

NPWP : 72.229.862.7-005.000

No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak

Alamat : Graha Sartika Lt. 3 No. 357 RT- RW- Kel. Cawang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur DKI Jakarta

Harga Jual/Penggantian/Uang
Muka/Termin

CDTService - Local Support for Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
1 Umum - Kemenkumham 2022
Rp 440.000.000 x 1

440.000.000,00

Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)

Harga Jual / Penggantian 440.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga 0,00
Dikurangi Uang Muka 0,00
Dasar Pengenaan Pajak 440.000.000,00
Total PPN 48.400.000,00

0,00

Sesuai dengan ketentuan yang beriaku, Direklorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faklur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga

tidak diperlukan tanda tanaan basah pada Fakiur Pajak ini.

Lugas Mondo Satrio

CDT-PRJ-2200256

PEMBERITAHUAN: Fakiur Pajak ini elah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Paak dan telah memperoleh persetupian sesuai
dengan ketentuan pealuran perpajakar yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbekan Faktur Pajak yang idak sesual
degan Keadaan yang sebenamya da/atau sesungguinya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi
sesua dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

JAKARTA SELATAN, 06 Desember 2022

1dai 1
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KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAIAK

NAA PP

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

Bacalah teriabih dahuly Buku Pel

(SPT MASA PPN)

ik Pergisian SPT Masa PPN, Beri tanda X dalam

ForMULR 1411

Jurian Lamoar $2T
(Tomasik Larpran)
Dl lah Patigas

yang sesuai

EDU TECH INDONESIA

newe: 722208627

~ 005 000

avanar

GEDUNG GRAHA SARTIKA LT. 3 JL DEWI SARTIKA -

mAsA: 12 5412

2022

2012

newu: 1
v

TELEPON  : 021-8014433

e 1085229681430

KW 85492 [—

(

nol

)

Wajib PPnBM

Perhatian :

1. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
A Terutang PPN:
1. Ekspor

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendini
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pamungut PPN
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
5. Penyerahan yang dibebaskan darl pengenaan PPN
Jumiah (LA +1A2+ A3+ A4+ A5)

8. Tidak Terutang PPN

C. Jumiah Selurh Penyerahan (LA + )

B.PPN disetor dimuka dalam Masa Pajok yang sama

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

D.PPN kurang atau lebih) bayar (1A~ 18 - 1L.C)

£ PPN kurang atau (lsbh) bayar pada SPT yang dibetulkan

. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (ILD - ILE)

G.PPN kurang bayar diunasi tanggal _
H.PPN lebih bayer pada
1.4 [X ] Buti 1. (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetuian)

Oleh

PKP Pasal § ayat (4b) PP
diminta untuk
Dikembalikan (Restitus)
Khusus Restitusi untuk PKP

atau [ X

atau

Ill. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN

A, Jumiah Dasar Pengenaan Pajak = Rp.
8. PPN Terutang Rp.

C. Diurasi Tanggal

A PPN yang wail dibayar kembai = Ro.
8. Diunasi Tanggal

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
A PPNBI yang harus dipungut sendi
8. PPBM diselor cimuka dalam Masa Pajak yang sema
. PPnBM kurang atau (leih) bayar (V.A- V.8)

0. PP0BM kurang atay (ebi) bayar peda SPT yang dibetulkan

F. PPnBI kurang bayar dlunasi tanggal

Dikompensasikan ke Mas Pajak berikuinya

Pasal 17CKUP  dilakukan dengan :
Pasal 17DKUP diakuken dengen:

0,00
0,00
1.859.990.000,00

0,00
204.598.900,00

0,00
0,00
1.859.990.000,00

0,00
0,00
204.598.900,00

0,00
1.859.990.000,00

Il PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
A Pejek Keluaran yang harus dipungut sendri (Jumiah PPN pada LA2)

(dd-mm-yyyy) NTPN:

12[]uirnd ButirlLF

atau

N aau 22 Selain P

Dikompensaskan ke Masa Paisk

0,00

0,00
142.639.200,00
-142.639.200,00

(Disi dalam hal SPT Pembetulan)

KP Pasal 9 ayat (4b) PPN

()

Prosedur 3iasa  atau

Pengembalian Pendahuluan

Prosedur Biasa  atau

Pengembalian Pendahuiuan

Pasal 9 ayat (4c) PPN diakukan dengan Pengembalian Pendahuiuan

SENDIRI
0,00

0,00

(@cmmepyyy)  NTPN

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKS!

0,00

(dammyyyy)  NTPN:

E.PPnBM kurang atau (lbih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)

(dammyyyy)

VI. KELENGKAPAN SPT

Fomulir 111178 [X]| Formulr 1111 A2

g
g
i
3
1
§
:
&
H
g
g
;
:
2
1
:
5
i
1
1
£
g
&
-2
f
:
:
S
g
:
§
E
i

H
E
2
H
H
&
5
g
5
{
£
£
H
3
H
:
5
:

X

Formuir 1111 B2

SSPPPN lembar

Formulir 1111 At Formuli 1111 B1

[x]

X

Formuii 1111 B3

Surat Kuasa Khusus.

SSPPPnBM lembar

KOTA ADM.

10-01-2023

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADAR| SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

Tanda tangan

Nama Jolas
Jabatan

F123204

Cap Perusahaan

Pengurusiuasa

ACIP SUKIRNO
DIREKTUR
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REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN e ey I T 1

namapke : EDU TECH INDONESIA
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[ GRwAN [ o PoN (Ropan) | PP (upan

I. Rekapitulasi Penyerahan
u Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP

Penyerahan Dalam Negeri

1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Fakiur Pajak yang Tidak Digunggung 1.859.990.000,00

Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendil
B ¥ s enop amrmaiay P [ 000 o]  oo]
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
ik dgrbyii ke DR AL g e dipungs ing [ 1.859.990.000,00 204.598.900,00 0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut
Pk riepti LA Lo SRRER R > 0.00 0.00 000
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPRBM T
umiah 18,1 dorgan Fakiur Pajak Kode 08) [
I. Rekapitulasi Perolehan
Impor BKP, Pemaniaalan BKP Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabean, dan Pemantaatan JKP
[ e paston S Fotene ot sevetpan D) 0,00 oo o0
E Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan ; 1.296.720.000,00 142.630.200,00 m
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapal Dikreditkan dan/alau impor alau Perolehan Yang
o 5 0w o[ oo

E Jumlah Perolehan (ILA + 11.B + I.C) 1.296.720.000,00 142.639.200,00
Ill. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

Iu Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( ILA+ IL8 ) 1a2e3020000 [ |

Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 0,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _Null . null (mm-yyyy)

2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 0,00

AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASIAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES

AREASTAPLES.

3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan

4. Jumlah (I11.B.1+11.B.2 +111.B.3) 0,00

Jumiah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (IIlA + IIL.B.4) 142.639.200,00
ZFETD
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DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP

FORMULIR 1111 A1
(Bila 8dak ada transaka tidai peru dilampirkan)

|

No.

WaAPKP :  PTEDUTEGH INDONESIA MASA 112
NPWP. r22208621 o0, 000 PembetanKe : 0
Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Dokumen Tertentu

Berwujud/Penerima JKP ‘Nomor Tanggal (@ ey

w12

(ol

oo (mm-mm-yyyy)

Keterangan

JUMLAH A1>
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DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK

FORMULIR 1111 A2
e |

FUSAT DATA DAIT
EKOLOG st

NaMAPKP :  PTEDU TECH INDONESIA Masa N2 iz - 22 (mm-mm-yyyy)
Newp ¢ rzzzeeear oo o Porbotdan e <0 (1l )
e P DS T DPP PPN PPBM | kodo can No. Ser Faktur Pajak
NPWP/Nomor Paspor (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) DRy

'SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA

RI

PUSAT DATA DA
EKHOLOGHHEORMAS)

000278077011000

02001022 44973650

16122022

0,00]

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
RI

0002780770100

JUMLAH

020010:22 44973691

19-12-2022

1859990 000,00

1.850.990 000,

204 598.900,0)

204598.900,01

00
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\aviarwr @ PTEDUTECH INDONESIA s 2 M2 - (mm-mmyyyy)
e+ rr o "o Porbotianke 10 (ml )
Nama Penjuai 3KP! Dokumen Tertentu DPP PPN PPnBM
3 BKP Tidak Bermud — Keterangan
e onben I Nomor [ = (Rupiah) R ) 4
JUMLAH B1>
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DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI

FORMULIR 1111 B2
(Bl tidak ace Tanszks: idak pery Glamprsan)

NAAPKP © PT EDU TECH NDONESIA s 2 s - a2 o
NPWP : 72zz0ecar - 005 PergeuimnKe © 0 (_nal )
= T PR Do Ty
Nama Perjual BKP/ R A DPP PPN PPRBM Kode dan No. Sa Fakdur Pajok
No. | BKP Tidak Bcrwjud NPWP — Rupiah Yooy DiganiDiretu
Pember JKP Kode dan Nomor Seri TR (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) 905

u PTCETRAL DAT) 030362040063000 010.009-22 40035810 6.12-2022 856.720.000,01 194.239.200,00 0,
FTCENTRALDATA 030362040063000 010 009-22 49035811 p6-12-2022 440 000 000,01 48 400 000,01 0.
JUMLAH B2> 1296 120 000,04 142 639.200,00) o,
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DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS

FORMULIR 1111 B3

Natwa o -__PTEDU TEGH NDONESHA 2 wn -z o
we Tz o o0 Femanke s 0 (ol )
PR e
Nama Penjual BKP/ " ‘ DPP PPN PPnBM Kade dan No Serl Zaiiur Pajak
No BKP Ticiax Beragud! NPWP e A P 2 ¢ 5 e i
pamerl K Kode dan Nomor Seri ey (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang DigartéDirelur

JUMLAH B3>
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Nama.
Alamat

Jenis Permohonan
Keterangan

Jenis Pajak

Tanggal Terima
Surat

2(
Nomor : FORM-05000713/8PSIX
Tanggal : 14 Februa”

EDU TECH INDoNgS|A

: GEDUNG GRAHA SARTIKA LT. 3

JL DEW| SARTIKA

* Surat Masuk Non Layanan

: PEMBERITAHUAN NOMOR

REKENING

¢ Tidak Terdefinisi
: 14 Februari 2023

NPWP

op Torde"®

vasa P

rahun Pai?®

piterima M

v

Jalui

: 72.229.862.7-005.000

KPP PRATAMA JAKARTA
KRAMATJATI
0

2023
: LANGSUNG
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI
JL DEWI SARTIKA NO. 189A, JAKARTA TIMUR 13630
TELEPON (021) 8093046, 8090435, FAKSIMILE (021) 8091753; LAMAN www._pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak go.id; informasi@pajak go.id

Nomor : S-13/KPP.2006/KPP.200603/2023 7 Februari 2023
Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Permintaan Rekening Dalam Negeri

Yth. Direktur PT. EDU TECH INDONESIA
NPWP : 72.229.862.7-005.000
Gedung Graha Sartika Lt.3 JI. Dewi Sartika No.357 Rt.004 Rw.004
Kramat Jati, Jakarta Timur
Sehubungan dengan diterbitkannya:
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran (SKKP) PBB
x | Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
KEP-00006/SKPPKP/KPP.2006/2023 tanggal 07 Februari 2023
Surat Keputusan Keberatan
Putusan Banding
Putusan Peninjauan Kembali
|| Surat Keputusan Pembetulan
Surat Keputusan Pengurangan PBB
Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB
Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Surat Keputusan
Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pengurangan Atau
Pembatalan Surat Tagihan Pajak
dengan ini kami meminta agar Saudara menyampaikan rekening dalam negeri dan fotokopi lembar
pertama buku rekening atas nama Wajib Pajak sebagai syarat yang harus dipenuhi sehubungan
dengan kelebihan pembayaran pajak yang dapat diberikan pengembalian. Permohonan
pengembalian dan penyampaian rekening tersebut agar disampaikan kepada kami secara langsung
atau melalui pos tercatat atau dapat menghubungi:
Nama  :Marwanto
Jabatan : Asisten Penyuluh Pajak Penyelia
Telepoon : 021-8093046 ext: 100
dengan menggunakan surat sebagaimana terlampir, paling lambata tanggal 14 Februari 2023.
an Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Kramat Jati
Kepala Seksi Pelayanan
Diyanah Kholidah
Tembusan:

%
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PT. EDU TECH INDONESIA
Alamat: Gedung graha sartika lantai 3 ruang 307, JI. Dewi Sartika No. 357
Cawang Kramatjati, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

SURAT PERNYATAAN
Kramatjati, 24 Juli 2023
Hal : Surat Perizinan Penelitian
Lampiran i-
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal
di
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan kebutuhan untuk memenuhi syarat perizinan penelitian dalam rangka

penyusunan laporan tugas akhir mahasiswa,

Nama : Putri Uswatun Amalia

NPM : 4220500010

Progdi : D3 Manajemen Perpajakan

Judul : Tinjauan Proses Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi) Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Edu Tech Indonesia
Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian
tersebut ditempat kami
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan dengan bagian pajak PT Edu Tech Indonesia

Demikian surat pernyataan ini kami buat.

Hormat kami,





